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ABSTRAK 

 

Nama                  :  SITI AISAH NASUTION 

  Judul        : PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PADA PT. PNM. ULAMM        
SYARIAH UNIT KOTANOPAN 

  Tahun                  :   2014 

 

    Faktor utama yang melatarbelakangi penelitian ini adalah 
adanya ketidaksesuaian yang dilihat penulis dari pembayaran 
angsuran pembiayaan karena adanya penetapan denda diawal akad 
pembiayaan dilakukan pada PT. PNM. ULAMM SYARIAH UNIT 
KOTANOPAN dengan prinsip syariah. 

 
    Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimanakah pelaksanaan pembiayaan pada PT. PNM. ULAMM 
SYARIAH UNIT KOTANOPAN. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pelaksanaan pembiayaan yang dilakukaan pada  PT. 
PNM. ULAMM SYARIAH UNIT KOTANOPAN. 

    Sumber data penelitian ini adalah karyawan yang ada pada 
PT. PNM. ULAMM SYARIAH UNIT KOTANOPAN dan sebagai 
tambahan buku-buku berkenaan dengan pembahasan penelitian ini. 
Untuk memperkuat penelitian menggunakan pengolahan dan analisis 
data secara kualitatif deskriptif serta menggunakan teknik 
pengumpulan data yang terdiri dari observasi dan wawancara. 
Diperoleh hasil, pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan pada PT. 
PNM. ULAMM SYARIAH UNIT  KOTANOPAN dengan 
kesesuaian prinsip syariah,  peneliti dapat menyimpulkan belum 
sesuai dengan pelaksanaan pembiayaan yang berprinsip syariah. Hal 
ini dikarenakan, pada saat pembayaran angsuran masih dikenakan 
denda yang jumlahnya ditetapkan diawal akad yang menjadi 
tambahan pembayaran angsuran, karena yang ditetapkan diawal akad 
ini menyebabkan sama dengan riba nasiah. Upaya yang harus 
dilakukan agar lembaga selalu meningkatkan kesyariahan dari 
pelaksanaan operasional lembaganya walaupun lembaga masih 
berbentuk unit usaha dari konvensional.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembagan berdirinya lembaga syariah salah satunya ditandai dengan 

berdirinya sejumlah lembaga keuangan yang bukan bank yang menawarkan 

produk syariah yang menyerupai dengan bank seperti halnya lembaga keuangan 

perseroan terbatas adalah suatu badan yang memiliki kekayaan, hak, serta 

kewajiban para pendiri maupun para pemilik.1 Perseroan terbatas permodalan 

Nasional Madani Unit Layanan Modal Mikro (untuk selanjutnya disingkat PT 

PNM ULAMM) SYARIAH lembaga tersebut bertujuan untuk memajukan dan 

memakmurkan rakyat kecil, meningkatkan dan mengurangi kemiskinan dengan 

cara memberikan pembiayaan terhadap masyarakat yang mempunyai skill untuk 

membuka sebuah usaha yang akan dimodali oleh lembaga tersebut. Dalam 

bentuk pembiayaan lembaga PT. PNM. ULAMM SYARIAH  akan menjadi 

pemodal 100% untuk usaha yang akan dijalankan dengan akad pembiayaannya 

dilakukan pembiayaan murabahah. 

Alasan lain berdirinya PT. PNM. ULAMM SYARIAH ini adalah 

menghapus rentenir dimana peminjam modal atau uang untuk membuka suatu 

usaha dikenakan bunga yang sangat besar ditentukan sendiri oleh rentenir 

                                                        
1 M. Faud, dkk , Pengantar Bisnis, (Jakarta: PT. Gramedia pustaka utama 2000), hlm. 67. 
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tersebut yang bisa merugikan peminjam uang tersebut. Sementara itu, PT. PNM. 

ULAMM SYARIAH menawarkan pembiayaan kepada seseorang yang 

membutuhkan dana untuk membuka sebuah usaha yang hanya memiliki skill.  

Disini PT. PNM. ULAMM SYARIAH akan menjadi pemodal 100% dari usaha 

tersebut melalui produk pembiayaan murabahah. Maka akan  digunakan  nisbah 

bagi hasil yang akan disepakati diawal terjadinya akad, dari persentase 

nisbahnya berapa persen untuk nasabah dan berapa persen untuk lembaga 

tersebut.  

Pada dasarnya sejarah berdirinya PT. PNM. ULAMM SYARIAH dilihat 

dari perjalanan sejarah perkembagan ekonomi di Indonesia, termasuk terjadinya 

krisis ekonomi pada tahun 1997, telah membangkitkan kesadaran akan kekuatan 

sektor usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Dan prospek potensi di masa 

depan. 

Nilai strategi tersebut kemudian diwujudkan pemerintah dengan 

mendirikan PT. PNM. ULAMM SYARIAH yang mulanya dari pemerintah 

dengan mendirikan PT. PNM. Pada 1 Juni 1999, sebagai BUMN yang 

mengemban tugas khusus memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan 

Koperasi (UMKMK). 

Tugas pemberdayaan tersebut dilakukan melalui penyelengaraan jasa 

pembiayaan dan jasa manejemen, sebagai bagian dari penerapan strategi 

pemerintah untuk memajukan UMKMK, khususnya merupakan kontribusi 
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terhadap sektor riil, guna menunjang pertumbuhan pengusaha-pengusaha baru 

yang mempunyai prospek usaha dan mampu menciptakan lapangan kerja. 

Di PT. PNM. ULAMM SYARIAH UNIT KOTANOPAN dimana 

produk yang ditawarkan adalah pembiayaan dengan akad murabahah. 

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan 

dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Disini 

lembaga akan melakukan negosiasi terlebih dahulu terhadap persetujuan dari 

calon nasabah akan bentuk pembiayaan yang ada pada PT. PNM. ULAMM 

SYARIAH karena pemberian pembiayaan akan disesuaikan dengan jaminan 

nasabah yang ingin melakukan pembiayaan. 

Pada PT. PNM. ULAMM SYARIAH ini merupakan berbasis syariah 

dalam pelaksanaan pembiayaan tidak terlihat adanya riba atau pun tambahan 

yang bukan seharusnya ada. Namun pada saat pembayaran angsuran pembiayaan 

oleh nasabah terlambat dari waktu yang ditentukan maka pihak lembaga akan 

mengenakan denda pada nasabah. Nominal denda telah ditentukan oleh lembaga 

tersebut dihitung dari waktu keterlambatan nasabah dalam pembayaran angsuran 

pembiayaan. Maka dikarenakan denda yang ditetapkan diawal akad pembiayaan 

adanya terlihat riba yang termasuk pada riba al-nasiah berkaitan dengan riba 

dalam pertukaran uang dengan uang, apabila ada penundaan pertukaran dan 

beban tambahan dialokasikan dengan penundaan pertukaran dengan penundaan 

tersebut. Nasiah  bersumber dari kata dasar berarti penundaan, penangguhan 

atau menunggu, merujuk kepada waktu penundaan yang diizinkan bagi 
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peminjam untuk membayarkan kembali pinjaman dengan syarat ada 

penambahan.2 

 Dari hadis Rasulullah SAW bersabda: ketika seseorang memberikan 

pinjaman memberikan makanan atau tumpangan hewan, dia tidak boleh 

menerimanya kecuali keduanya saling biasa memberikan pertolongan. Dengan 

demikian, beliau melarang mengambil hadiah, jasa, atau pertolongan sekecil 

apapun sebagai syarat atas pinjaman. Dari hadis diatas, dapat disimpulkan 

bahwa sesuatu tambahan tidak termasuk riba apabila: 

1. Tambahan itu tidak disyaratkan dimuka atau dijanjikan terlebih dahulu 

2. Tambahan itu inisiatifnya datang dari peminjam dan 

3.  Inisiatif pemberian tambahan itu timbul pada waktu jatuh tempo.3 

 Dari hal ini ada terdapat kejanggalan pada lembaga PT. PNM. ULAMM 

SYARIAH UNIT KOTANOPAN yang disebut sebagai lembaga syariah.  Sebab 

masih ada yang dilakukan denda yang berbentuk tambahan dari modal awal 

yang ditentukan menjadi salah satu syarat dari jumlah pinjaman yang diperoleh. 

Berdasarkan denda yang ditetapkan jumlahnya. hal ini menunjukkan bahwa 

pemberian tambahan dari modal bukan inisiatif dari seorang peminjam maka 

dapat disimpulkan bahwa denda termasuk pada kategori riba. 

Dengan adanya lembaga yang berbasis syariah tentunya ini akan menjadi 

perbedaan dengan yang berbasis konvensional. Hal tersebut menjadi daya tarik 

yang ditawarkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk modal kerja 

                                                        
2Zamir Iqbal, Pengantar Keuangan Islam, (Jakarta: kencana 2008), hlm. 72. 
3 Wirdyaningsih, Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia, (Jakarta: kencana 2005), hlm. 29-30. 
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ataupun investasi. masyarakat tentunya akan merasa terbebani dalam kehidupan 

perekonomiannya. Akan tetapi hal itu bisa berkurang dan bisa dibuat lebih baik 

lagi. Jika lembaga keuangan yang menawarkan pembiayaan syariah sesuai 

aplikasinya dalam memberikan pembiayaan. 

Pada dasarnya setiap lembaga keuangan mempunyai prinsip-prinsip yang 

sama dalam memberikannya pada nasabah kalau lembaga itu berbasis syariah. 

Setiap transaksi kegiatan operasional perusahan pembiayaan syariah harus 

memenuhi prinsip syariah. Aturan mengenai transaksi perusahan pembiayaan 

syariah, antara lainnya: 

1. Untuk semua jenis transaksi pembiayaan syariah wajib tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah. 

2. Akad-akad syariah yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak tidak 

dapat dibatalkan secara sepihak, kecuali memenuhi kondisi: 

a. Kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya 

b. Akad bertentangan dengan prinsip syariah atau 

c. Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat 

menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. 

3. Untuk setiap jenis transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, setiap 

pihak yang bertransaksi wajib memiliki kecakapan dan kewenangaan untuk 

melakukan perbuatan hukum baik menurut syariah ataupun perundang-

undangan yang berlaku. 
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4. Untuk setiap jenis transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah 

sebagaimana diatur dalam peraturan ini, wajib dilaksanakan tanpa unsur 

paksaan diantara para pihak yang berakad atau bertransaksi. 

5. Untuk setiap jenis transaksi pembiayaan berdasarkan perinsip syariah 

sebagaimana diatur dalam peraturan ini, yang diikuti dengan pelaksaan 

asuransi atas objek pembiayaan berdasarkan perinsip syariah, maka objek 

yang diasuransikan pada perusahaan asuransi dengan prinsip syariah juga. 

6. Pencatatan untuk setiap jenis transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip 

syariah sebagaimana diatur dalam peraturan ini wajib disusun berdasarkan 

pernyataan standar akutansi keuangan yang berlaku4 

Cara agar pelaksanaan yang dilakukan oleh PT. PNM. ULAMM 

SYARIAH DI UNIT KOTANOPAN tersebut sesuai syariah, berdasarkan 

masalah latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul: “PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PADA PT. PNM. ULAMM 

SYARIAH  UNIT KOTANOPAN.” 

B. Batasan masalah 

Karena materi pembiayaan tidak memungkinkan dibahas peneliti 

semuanya mulai dari pembiayaan ada akad yang digunakan berbentuk 

mudharabah, murabahah, ijarah, dan salam, juga agar peneliti ini dapat terarah 

dan tidak terlalu luas jangkauannya, maka  dipokuskan masalah yang akan 

diteliti. Adapun masalah yang akan ditetiti ini adalah pelaksanaan pembiayaan 

                                                        
4Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta :Kencana 2009), hlm. 343-

344. 
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murabahah yang ada pada PT. PNM. ULAMM SYARIAH UNIT 

KOTANOPAN. 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pembiayaan pada PT. PNM. 

ULAMM SYARIAH? 

D. Tujuan Penelitian  

  Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun penelitian dilakukan 

dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan yang dilakukaan pada  

PT. PNM. ULAMM SYARIAH. 

E. Manfaat Penelitian  

Dari tujuan penelitan di atas, maka peneliti mengharapkan penelitian ini 

dapat bermanfaat untuk : 

1. Karyawan sebagai bahan masukan dalam rangka meningkatkan minat 

nasabah pada produk pembiayaan yang ditawarkan. 

2. Pembaca, sebagai bahan pertimbangan selanjutnya untuk membahas 

permasalahan yang sama atau merevisi. 

3. Peneliti, sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam 

(SEI) pada IAIN Padangsidimpuan. 

F. Sistematika pembahasan 

Untuk melaksanakan sebuah penelitian tertentunya berangkat dari sebuah 

masalah yang akan dibahas, hal ini digambarkan dalam BAB I yang berisi latar 
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belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat peneliti, batasan istilah dan sistematika pembahasan. 

Setelah  masalah yang akan diteliti, langkah selanjutnya, akan ada kajian 

pustaka yang merupakan acuan dalam penelitian, yang membahas tentang 

masalah yang berkaitan dengan pembahan penelitian. Inilah yang dicantumkan 

dalam BAB II dalam penelitian ini, yaitu: pengertian pembiayaan dan 

pembiayaan murabahah, unsur-unsur pembiayaan. 

Setelah mengenal masalah penelitian secara teoritis yang dibahas dalam 

kajian pustaka, selanjutnya akan dikemukakan cara-cara peneliti untuk meneliti 

nantinya. Dengan kata lain methodology penelitian yang terdapat pada BAB III, 

yang mencakup tentang, lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber 

data, instrumen pengumpulan data. 

Untuk langkah di lapangan “langkah nyata” dalam penelitian untuk 

mengetahui hasil penelitian secara umum dan khusus terdapat pada BAB IV, 

yang membahas tentang temuan umum, berbicara tentang sejarah berdirinya PT. 

PNM. ULAMM SYARIAH UNIT KOTANOPAN, visi misi  PT. PNM. 

ULAMM. SYARIAH UNIT KOTANOPAN, keadaan karyawan dan nasabah 

yang ada pada PT. PNM. ULAMM SYARIAH UNIT KOTANOPAN. Adapun 

temuan khusus yang mengkaji tentang proses pelaksanaan pembiayaan yang 

dilakukan apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak yang diterapkan 

pada PT. PNM. ULAMM SYARIAH UNIT KOTANOPAN. Yang terakhir 

adalah analisis hasil penelitian. 
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Sesudah diketahui hasil penelitian dalam bab empat selanjutnya pada BAB 

V adalah penutup, yang berbicara tentang kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Kerangka Teori  

1. Pengertian Pembiayaan murabahah dan syarat bai’ murabahah 

a. Pengertian pembiayaan 

Istilah pembiayaan pada intinya berarti I believe, I trust, saya 

percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang 

artinya kepercayaan (trust), berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul 

mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan 

amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, 

adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan 

saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sebagaimana firman 

Allah dalam surah an-Nisa’ : 29 dan surah al-Maidah : 1, yaitu :1 

                     

                         

         2   

 
 

                                                        
1 Veithzal Rivai, Islamic Financial Management,  (Jakarta: Raja Grafindo 200l), hlm. 3. 
 
2 Departemen Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahannya,  (Jakarta: Roha Putra 2005),  hlm. 65 
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Artinya : 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.dan 
janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu. 

 
                         

                         

  3 

    
Artinya : 

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu 
dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 
kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu 
ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan 
hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. 
 

b. Pembiayaan Murabahah 

Murabahah (al-bai’ bi tsaman ajil) lebih dikenal sebagai 

murabahah saja. Murabahah yang berasal dari kata ribhu (keuntungan) 

adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. 

Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. 

Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan 

(margin). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka 

                                                        
3Ibid, hlm. 84.  
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waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan 

jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.4 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan 

adalah pemberian pinjaman dana yang dialokasikan pada seseorang 

berbentuk kerjasama, yang akadnya jual beli barang yang dibutuhkan 

oleh peminjam yang akan disediakan oleh pemberi pinjaman dana.  

c. Syarat bai’ murabahah 

1) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah 

2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan  

3) Kontrak harus bebas dari riba 

4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas 

barang sesudah pembelian 

5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian yang dilakukan secara utang.5 

 

 

 

 

 

 

                                                        
4 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh  dan Keuanga,  (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2004),  hlm. 88.  
5 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik , (Jakarta : Gema Insani, 

2001), hlm. 102. 
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Skema Bai’ al-Murabahah6 

  Negosiasi & persyaratan 

 

Akad murabahah ( Jual Beli ) 

 

Bayar 

 

 Teri
ma 
barang 
& 
dkume
n 

                                    Beli Barang Kirim  

  

2. Produk Pembiayaan  

Produk-produk pembiayaan ditujukan untuk menyalurkan investasi 

dan simpanan masyarakat ke sector rill dengan tujuan produktif dalam 

bentuk investasi bersama (investment financing) yang dilakukan bersama 

mitra usaha (kreditor) menggunakan pola bagi hasil dari bentuk margin 

yang diperoleh (akad mudharabah dan musyarakah) dan dalam bentuk 

investasi sendiri (trade financing) kepada yang membutuhkan pembiayaan 

menggunakan pola jual beli ( murabahah). 

                                                        
6 Rizal Yaya, dkk, Akuntasi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer, ( Jakarta : 

Salemba Empat 2009 ), hlm. 185.  

1 

NASABAH BANK 

2 

6 

5 

4 3 
SUPLIER 
PENJUAL 
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Produk yang cukup penting adalah pembiayaan proyek, pembiayaan 

ekspor, pembiayaan pertanian, dan pembiayaan manufaktur dan konstruksi. 

Akad-akad yang digunakan lebih spesifik sesuai dengan karakteristiknya. 

Pembiayaan proyek mengunakan pola bagi hasil (mudharabah dan 

musyarakah) serta pembiayaan pertanian mengunakan pola jual beli  

(murabahah). 

a. Pembiayaan modal kerja  

Kebutuhan pembiayaan modal kerja dapat dipenuhi dengan berbagai 

cara, antara lain : 

1) Bagi hasil : mudharabah, musyarakah dan 

2) Jual beli : murabahah, salam 

b. Pembiayaan investasi 

Kebutuhan pembiayaan investasi dapat dipenuhi dengan berbagai cara, 

antara     lain : 

1) Bagi hasil :  mudharabah dan musyarakah 

2) Jual beli : murabahah dan istishna’ 

3) Sewa : ijarah atau ijarah mutahiya bittamlik 

c. Pembiayaan aneka barang, perumahan, property 

 Kebutuhan pembiayaan aneka barang dapat dipenuhi dengan berbagai 

cara, antara lain : 

1) Bagi hasil : mudharabah dan musyarakah 

2) Jual beli : murabahah dan istishna’ 
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3) Sewa : ijarah atau ijarah mutahiya bittamlik 

Dengan akad ini bank syariah membeli aset kebutuhan nasabah 

kemudian menyewakannya kepada nasabah dengan perjanjian pengalihan 

kepemilikan diakhir priode dengan harga yang disepakati diawal akad.7 

3. Unsur Pembiayaan 

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. 

Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. 

Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dan 

dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-

syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal di atas, unsur-unsur 

pembiayaan tersebut adalah : 

a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (shahibul mal) dan 

penerima pembiayaan (mudharib). 

b. Adanya kepercayaan shahibul mal kepada mudharib yang didasarkan 

atas prestasi dan potensi mudharib. 

c. Adanya persetujuan berupa kesepakatan pihak shahibul mal dengan 

pihak lainnya yang berjanji membayar dari mudharib kepada shahibul 

mal.  

d. Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari mudharib kepada 

shahibul mal. 

e. Adanya unsur waktu. 

                                                        
7Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah,  (Jakarta: Rajawalipres 2011), hlm. 122-127. 
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f. Adanya unsur risiko.8 

4. Tujuan Pembiayaan 

Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang 

luas. Pada dasarnya terdapat 2 fungsi yang saling berkaitan dari 

pembiayaan, yaitu : 

a. Profitability, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan 

berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari 

usaha yang dikelola bersama nasabah. 

b. Safety, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus 

benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-benar 

tercapai hambatan tanpa hambatan yang berarti. 

Selain itu, ada 3 pihak utama yang terlibat dalam setiap pemberian 

pembiayaan sehingga dalam pemberian pembiayaan akan mencakup pula 

pemenuhan tujuan ketiga pelaku utama tersebut, yaitu: 

a. Lembaga keuangan, (selaku Mudharib atau Shahibul Mal), yaitu:  

1) Penghimpun dana masyarakat yang mengalami kelebihan dana 

2) Penyaluran / pemberian pembiayaan merupakan bisnis utama dan 

terbesar hampir pada sebagian besar lembaga keuangan 

3) Penerimaan bagi hasil dari pemberi pembiayaan merupakan 

sumber pendapatan terbesar 

                                                        
8 Veithzal Rivai, Op.Cit., hlm. 4-5. 
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4) Sebagai salah satu produk dalam memberikan pembiayaan 

pelayanan pada customer  

5) Sebagai salah satu media dalam berkontribusi dalam pembangunan 

6) Sebagai salah satu komponen dari asset allocation approach. 

b. Customer / nasabah (selaku Mudharib atau Shahibul Mal), yaitu: 

1) Sebagai pemilik dana yang menginginkan penitipan atas dana yang 

dimiliki 

2) Sebagai salah satu potensi untuk mengembangkan usaha 

3) Dapat meningkatkan kerja perusahaan 

4) Sebagai salah satu alternatif pembiayaan perusahaan. 

c. Negara (selaku regulator), yaitu: 

1) Sebagai salah satu sarana dalam memacu pembangunan 

2) Meningkatkan arus dana dan jumlah uang beredar 

3) Meningkatkan pertumbuan perekonomian 

4) Meningkatkan pendapatan negara dari pajak 

5) Selain negara dan bank sentral, dalam operasional perbankan 

syariah adanya peran dari Dewan Syariah Nasional (DSN) yang 

mengawasi dan mengeluarkan fatwa berkaitan dengan kepatuhan 

atas aspek syariahnya.9 

5. Fungsi Pembiayaan 

Fungsi pembiayaan yaitu: 

                                                        
9 Ibid, hlm, 5-6. 
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a. Pembiayaan dapat meningkatkan utility (daya guna)dari modal / uang 

b. Pembiayaan meningkatkan utility (daya guna) suatu barang 

c. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang 

d. Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat 

e. Pembiayaan sebagai stabilisasi ekonomi 

f. Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional 

g. Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional.10 

6. Tahapan-tahapan Proses Pemberian Pembiayaan 

a. permohonan pembiayaan 

b. Pengumpulan data dan Investigasi  

c. Analisis Pembiayaan 

d. Analisis rasio  

e. Persetujuan pembiayaan  

f. Pengumpulan data tambahan 

g. Pengikatan 

h. Pencairan  

i. Monitoring11 

Penjelasan dari tahapan-tahapan tersebut adalah: 

 

 

                                                        
10 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Yogyakarta: CV. Adi Putra, 2004 ), hlm. 197-

199. 
11 Sunarto Zulkifili, Panduan Praktisi Transaksi Perbankan Syariah,  Kutipan Sari ( Jakarta: 

Zikrul Hakim 2003),  hlm. 138-155. 
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a. Permohonan Perbiayaan 

Tahap awal proses pembiayaan adalah permohonan pembiayaan. 

Secara formal, permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari 

nasabah kepada pihak officer. Namun dalam implementasinya, 

permohonan dapat dilakukan secara lisan terlebih dahulu, untuk 

kemudian ditindaklanjuti dengan permohonan tertulis jika menurut 

officer usaha dimaksud layak dibiayai. 

Inisiatif pengajuan pembiayaan biasanya datang dari nasabah yang 

biasanya kekurangan dana. Namun demikian dalam perkembangannya, 

inisiatif tersebut tidak harus datang dari nasabah, tetapi juga dapat 

muncul dari officer. Officer yang berjiwa bisnis biasanya mampu 

menangkap peluang untuk usaha tertentu. Setelah itu, officer syariah 

akan melakukan solusi keperusahaan dimaksud untuk dilakukan bisnis. 

Hal-hal yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan tindak lanjut 

sebuah usaha atau proyek antara lain: 

1) Trend usaha: officer harus memiliki wawasan yang luas tentang 

usaha-usaha yang sedang menjadi isu nasional, baik usaha yang 

prospektif, usaha-usaha yang gagal atau yang memenuhi unsur-unsur 

penipuan belaka. Dalam beberapa kasus, biasanya menetapkan arah 

kebijakan bisnis tertentu, seperti memprioritaskan pada usaha 

properti, perdangan, pertanian, dan lain-lain. Dengan demikian 

officer dapat menolak suatu usulan usaha yang tidak sejalan dengan 
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kebijakkan  secara singkat, officer dapat langsung mengambil 

keputusan untuk meneruskan, menunda atau pun tidak menyetujui 

suatu usaha/proyek yang diajukan. 

2) Peluang bisnis: untuk melihat sebuah peluang usaha diperlukan 

insting yang tinggi disamping wawasan bisnis yang kuat. Usaha/ 

proyek yang memiliki peluang atau pun prospek yang baik mesti 

merupakan usaha yang sedang trend. Usaha yang trend belum tentu 

merupakan peluang bisnis, karena bisa saja menjadi jenuh karena 

terlalu banyak “pemain”. Hal ini dapat digunakan oleh officer untuk 

menindaklanjuti suatu permohonan pembiayaan. 

3) Reputasi bisnis perusahan: reputasi yang baik serta pengalaman 

bisnis yang lama dapat menjadi langkah awal yang harus dibuat. Hal 

ini dapat dipahami karena dunia bisnis tidak dapat dipakai begitu saja 

secara teoritikal, tetapi banyak impelimentasi bisnis yang terkadang 

jauh dari teori bisnis yang dipelajari. Sebagai contoh bisnis yang 

dipandang barang untuk pasar induk. Secara teori, tingginya 

permintaan mengakibatkan harga meningkat. Namun pada 

prakteknya harga dapat turun dan naik secara tiba-tiba akibat ada 

pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang berperan sebagai penentu 

harga pasar. Pengusaha atau pebisnis yang memiliki pengalaman 

yang cukup lama biasanya sudah mengerti bagaimana menghadapi 

persoalan-persoalan seperti ini. 
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4) Reputasi manajemen; terkadang terdapat perusahan baru yang 

mengajukan permohonan pembiayaan, namun dikendalikan oleh 

manajemen yang memiliki reputasi dan pengalaman bisnis yang sama 

atau sejenis. Hal inipun menjadi dasar pertimbangan pengambilan 

keputusan tindak lanjut sebuah permohonan pembiayaan. 

Penolakan awal sebuah permohonan sangat diperlukan untuk 

kepentingan calon nasabah sendiri untuk mengambil keputusan seperti 

untuk mengajukan permohonan. Karena itulah maka penolakan harus 

segara dilakukan tanpa menunda-nunda waktu. Untuk itu, terkadang  

penolakkan dapat dilakukan secara lisan untuk efisiensi waktu. 

Sebaliknya, apabila dirasakan sebuah permohonan pembiayaan dapat 

ditindaklanjuti, maka prosesnya dapat diteruskan pada pengumpulan 

data dan investigasi.12 

b. Pengumpulan data dan Investigasi  

Data yang diperlukan oleh officer didasari pada kebutuhan dan 

tujuan pembiayaan. Untuk pembiayaan konsumtif, data yang diperlukan 

adalah data yang dapat menggambarkan kemampuan nasabah untuk 

membayar pembiayaan dari penghasilan tetapnya. Data yang diperlukan 

antara lain : 

1) Data identifikasi nasabah dibutuhkan untuk mengetahui legalitas 

pribadi serta alamat tinggal calon nasabah. Hal ini terkait dengan 

                                                        
12 Ibid, hlm. 138-139. 
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alamat penagihan dan penyelesaian–penyelesaian masalah-masalah 

tertentu dikemudian hari, selain, KTP dibutuhkan untuk melakukan 

verifikasi tanda tangan calon nasabah. 

2) Identitas pasangan (suami/istri) juga dibutuhkan untuk saksi atas 

pengeluaran tambahan bagi seorang keluarga. Dikemudian hari 

jangan sampai terjadi kasus seorang pasangan tidak mengetahui 

bahwa pasangannya terlibat hutang dengan lembaga yang memberi 

pinjaman. Untuk membuktikan ikatan perkawinan keduanya, maka 

diperlukan data tambahan berupa surat nikah.  

3) Sedangkan untuk mengetahui jumlah tanggungan keluarga, maka 

dibutuhkan kartu keluarga. Selain itu, kartu keluarga juga 

dibutuhkan untuk melakukan verifikasi data alamat KTP calon 

nasabah. 

4) Data-data diatas juga didukung oleh data lain seperti tagihan telepon 

ataupun listrik. Hal ini diperlukan untuk mengetahui status 

kepemilikan rumah tinggal dan kebenaran alamat tinggal. Selain itu, 

data ini dapat digunakan untuk mengetahui pengeluaran tetap 

nasabah.  

5) Slip gaji terakhir diperlukan untuk mengetahui kemampuan nasabah 

untuk melakukan pembayaran angsuran. Untuk memastikan hal ini 

diperlukan surat referensi perusahan atau SK pengangkatan terakhir, 

karena slip gaji dapat saja direkayasa oleh calon nasabah. 
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6) Salinan rekening 3 bulan terakhir untuk mengetahui mutasi 

pemasukan dan pengeluaran rekening nasabah 

7) Surat izin usaha seperti SIUP dan surat izin profesi dan praktik 

diperlukan untuk mengetahui legalitas usaha calon nasabah. Untuk 

mendukung data, diperlukan juga NPWP untuk melakukan 

pengecekan data calon nasabah melalui proses BI checking 

(penelusuran melalui data base Bank Indonesia). 

8) Data objek pembiayaan dibutuhkan karena merupakan bagian 

terpenting dalam pembiayaan konsumtif. Biasanya, objek tersebut 

juga dianggap sebagai objek jaminan sehingga harus betul-betul 

dapat mengcaver pembiayaan dimaksud untuk kepentingan ini maka 

data jaminan harus meliputi :  

a) Harga objek: harga menurut pemerintah, harga pasar, harga 

taksiran bank 

b) Lokasi jaminan yang dilengkapi dengan foto jaminan. 

Untuk pembiayaan produktif, data diperlukan adalah data yang 

dapat mengambarkan kemampuan nasabah untuk melunasi pembiayaan. 

Data diperlukan antara lain: 

1) Akta pendirian usaha dan legalitas usaha diperlukan untuk mengetahui 

pengakuan pemerintah atas usaha dimaksud. Hal ini dibutuhkan untuk 

mencegah pembiayaan terhadap usaha yang dilarang pemerintah 
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seperti usaha barang terlarang, usaha yang merusak lingkungan dan 

lain-lain. 

2) Akta pendirian juga diperlukan untuk mengetahui orang yang 

berwenang dalam mengambil keputusan didalam perusahan. Hal ini 

kemudian didukung oleh identitas para pengambil keputusan seperti 

KTP dan pasport. 

3) Laporan keuangan dan past perfermance terakhir dibutuhkan melihat 

kinerja dan pengalaman usaha. Past perfermance dapat tercermin dari 

mutasi rekening koran calon nasaah. Seakan bisnis plan diperlukan 

untuk melihat rencana penggunaan dana pembiayaan yang akan 

diberikan. Bisnis plan juga diperlukan untuk melihat rencana 

peningkatan usaha dan rencana arternatif jika terjadi hal-hal diluar 

kendali. 

4) Data identitas pengurus dibutuhkan untuk mengetahui pengalaman 

para pengurus dalam usaha sejenis. Untuk usaha yang baru berdiri, 

data ini sangat dibutuhkan selain studi kelayakan usaha. 

5) Data objek pembiayaan dibutuhkan karena merupakan bagian 

terpenting dalam pembiayaan produktif. 

Untuk mendukung kebenaran data yang diperoleh, officer dapat 

melakukan investigasi antara lain melakukan kunjungan lapangan dan 

wawancara. Proses investigasi ini dapat dilakukan berkali-kali untuk 

meyakini data yang diberikan nasabah. Investigasi dapat dilakukan 
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terhadap nasabah yang bersangkutan ataupun pihak lainnya yang terkait, 

seperti rekening bisnis calon nasabah.13 

c. Analisis Pembiayaan 

Analisis pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode 

sesusai kebijakan bank. Dalam beberapa kasus seringkali digunakan 

metode analisis 5C, yang meliputi: 

1) Character (Karakter) 

Analisis ini merupakan analisis kualitatif yang tidak dapat dideteksi 

secara numerik. Namun demikian, hal ini merupakan pintu gerbang 

untuk proses persetujuan pembiayaan. Kesalahan dalam menilai 

karakter calon nasabah dapat berakibat vatal pada kemungkinan 

pembiayaan terhadap orang yang beriktikad buruk seperti berniat 

membobol bank, penipu, pemalas, pemabuk, pelaku kejahatan.  

2) Capacity (Kapasita/kemampuan) 

Kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk memahami 

kemampuan seseorang untuk berbisnis. Hal ini dapat dipahami 

karena watak yang baik semata-mata tidak menjamin seseorang 

mampu berbisnis dengan baik. Untuk perorangan hal ini dapat 

terindikasi dari referensi ataupun curriculum vitae yang dimilikinya. 

Hal ini dapat menggambarkan pengalaman kerja/bisnis yang 

bersangkutan. Untuk perusahaan, hal ini terlihat dari laporan 

                                                        
13 Ibid, Kutipan Sari, hlm. 140- 144.  
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keuangan dan past performance usaha. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi semua kewajibannya 

termasuk pembayaran pelunasan pembiayaan. 

3) Capital (Modal) 

Analisa modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat 

keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri. Jika nasabah 

sendiri tidak yakin akan usahanya, maka orang lain akan lebih tidak 

yakin. 

4) Condition (Kondisi) 

Analisa diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung 

maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah, 

seperti kebijakkan pembatasan usaha proferti, pelarangan ekspor 

hasil laut, trend, dan PHK besar-besaran usaha sejenis. 

5)  Collateral (Jaminan )  

Analisa ini diarahkan terhadap jaminan yang diberikan jaminan 

yang dimaksud harus mampu mengcover risiko bisnis calon 

nasabah.14 

Selain formula 5C di atas, juga terdapat enam aspek yang perlu 

diperhatikan antara lain: 

1) Aspek hukum 

2) Aspek pasar dan pemasaran 

                                                        
14 Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 

hlm. 105-107.  
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3) Aspek keuangan 

4) Aspek operasi/teknis 

5) Aspek manajemen 

6) Aspek ekonomi/social 

7) Aspek Amdal 

Untuk memberikan keyakinan yang lebih biasanya bank 

memiliki kebijakan untuk menjaga kemurnian suatu proses analisa. 

Proses analisa yang dilakukan suatu orang bisa menimbulkan persepsi 

yang subjektif. Untuk menjaga objektifitas sebuah analisa maka 

biasanya analisa dilakukan oleh beberapa orang ataupun unit kerja, 

antara lain unit marketing, unit legal, unit loan review. Unit marketing 

melakukan analisa menyeluruh mengenai nasabah dan usahanya. Unit 

legal kemudian akan dilakukan review terhadap analisa yang dilakukan 

marketing, terutama masalah legalitas, baik masalah usaha maupun 

jaminan. Sedangkan unit loan review melakukan proses review terhadap 

analisa marketing terkait dengan bisnis ataupun usaha nasabah. 

Dengan beberapa sudut pandang analisa ini diharapkan terjadi 

deviasi hasil analisa yang jika dikolaborasi lebih lanjut dapat 

menghasilkan sebuah hasil analisa yang realistis dan objektif jika 

analisanya negatif, maka penolakan permohonan pembiayaan harus 

segera dilakukan pada kesempatan pertama. Dan bila semua hasil 

analisa dan review yang telah dikolaborasikan tersebut ternyata positif, 
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maka akan dihasilkan sebuah proposal usaha yang kemudian dapat 

ditindaklanjuti dalam proses persetujuan.15  

d. Analisis Rasio 

1) Rasio likuiditas 

Rasio likuiditas digunakan untuk mengetahui kemampuan nasabah 

dalam membiayai operasional usaha dan kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban financial saat ditagih. 

2) Rasio leverage 

Rasio leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui 

seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dari hutang.  

3) Rasio akivitas 

Rasio aktivitas yang digunakan untuk mengetahui kemampuan 

dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari atau kemampuan dalam 

melakukan penjualan penagihan piutang maupun pemanfaatan aktiva 

yang dimiliki. 

4) Rasio rentabilitas 

Rasio rentabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh keuntungan.16 

e. Persetujuan Pembiayaan 

Proses persetujuan adalah proses penentuan disetujui atau 

tidaknya sebuah pembiayaan usaha. Proses persetujuan ini juga 

                                                        
15  Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Rajawali, 2008), hlm. 94-95. 
16 Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, (Jakart : Rajawali, 2012), hlm. 104-172. 
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tergantung kepada kebijakan bank, yang biasanya disebut sebagai 

komite pembiayaan. Tingkat kewenangan komite pembiayaan ini, 

officer bank akan mempertahankan proposal bisnisnya dihadapan para 

anggota komite pembiayaan, yang biasanya terdiri dari para senior 

officer yang lebih berpengalaman dalam bisnis dan juga arah kebijakan 

bank. 

Komite pembiayaan merupakan tingkat paling akhir persetujuan 

sebuah proposal pembiayaan, karena itu hasil akhir dari komite 

pembiayaan adalah penolakan atau penundaan ataupun persetujuan 

pembiayaan. Didalam komite pembiayaan, biasanya akan diperoleh 

persyaratan-persyaratan tambahan yang harus dipenuhi pada suatu 

proposal pembiayaan. Tambahan persyaratan tersebut harus dilakukan 

secara tertulis didalam proposal pembiayaan, disertai persetujuan 

anggota komite pembiayaan yang bersangkutan.17 

f. Pengumpulan Data Tambahan 

Proses pengumpulan data tambahan dilakukan untuk memenuhi 

persyaratan tambahan yang diperoleh dari disposisi komite pembiayaan. 

Pemenuhan persyaratan ini merupakan persyaratan ini merupakan hal 

terpenting dan merupakan indikasi utama tindak lanjut pencairan dana.18 

 

 

                                                        
17 Sunarto Zulkifli,  Op.Cit., hlm. 152-153 . 
18 Ibid, hlm. 153. 
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g. Pengikatan 

Tindakan selanjutnya setelah semua persyaratan dipenuhi adalah 

proses pengikatan, baik pengikatan pembiayaan ataupun pengikatan 

jaminan. Secara garis besar, pengikatan terdiri dua macam, yakni 

pengikatan dibawah tangan dan pengikatan notaris. Pengikatan dibawah 

tangan adalah proses penandatangan akad yang dilakukan antara bank 

dan nasabah, sedangkan pengikatan notaris adalah proses penanda 

tangan akad dilakukan dengan disaksikan oleh notaris. Perbedaan antara 

keduanya adalah pada saat terjadi penyangkalan terhadap akad transaksi 

dimaksud. Pada pengikatan dibawah tangan, maka pada saat terjadi 

penyangkalan, bank harus berusaha membuktikan bahwa nasabah yang 

bersangkutan benar-benar telah menandatangani akad dimaksud. 

Sedangkan pada notaris, nasabah yang harus membuktikannya.19 

h. Pencairan 

Proses selanjutnya adalah pencairan fasilitas pembiayaan kepada 

nasabah. Sebelum melakukan proses pencairan, maka harus dilakukan 

pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai 

disposisi komite pembiayaan pada proposal pembiyaan. Apabila semua 

persyaratan telah dilengkapi maka proses pencairan fasilitas dapat 

diberikan. 

                                                        
19 Ibid, hlm. 153-154. 
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Untuk pencairan fasilitas yang sebelumnya telah ada, maka 

proses yang perlu dilakukan adalah memeriksa kelonggaran tarif 

fasilitas. Jika pencairan masih dalam batas kelonggaran maka pencairan 

dapat dilakukan, namun jika melebihi kelonggaran tarif maka pencairan 

harus dihentikan hingga ada persetujuan dari komite pembiayaan. 

Persetujuan lanjutan ini disebut sebagai penyimpagan ini dapat 

dilakukan jika telah terdapat persetujuan kembali dari komite 

pembiayaan.20 

i. Monotoring 

Proses selanjutnya adalah proses monitoring terhadap nasabah. 

Bagi officer bank syariah, pada saat memasuki tahapan ini maka 

sebenarnya risiko pembiayaan baru saja dimulai saat pencairan 

dilakukan dengan memantau realisasi pencairan target usaha dengan 

bisnis plan yang telah dibuat sebelumnya. Apabila terjadi tidak 

terjadinya target, maka officer bank harus segera melakukan tindakan 

penyelamatan. Tindakan penyelamatan awal adalah dengan langsung 

“turun” kelapangan menemui nasabah untuk mengetahui permasalahan 

utama yang dialami oleh nasabah, untuk kemudian memberikan 

penyelesaian masalah. 

Beberapa langkah monitoring yang harus dilakukan antara lain : 

a) Memantau Rekening Koran nasabah 

                                                        
20 Ibid, hlm. 154. 
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b) Memantau pelunasan angsuran 

c) Melakukan kunjungan rutin ke lokasi usaha nasabah untuk 

memantau langsung operasional usaha dan perkembangan usaha. 

Hal ini bermanfaat untuk memantau kemungkinan terjadinya side 

streaming atau penyimpangan tujuan penggunaan dana dan 

pencapaian target sesuai bisnis plan 

d) Melakukan pemantauan  terhadap perkembangan usaha sejenis 

melalui media massa.21 

7. Prinsip-prinsip pembiayaan 

Pemberiaan pembiayaan konvensional meminjamkan uang kepada 

orang yang membutuhkan dan mengambil bagian keuntungan berupa bunga 

dan provisi dengan cara membungakan uang yang dipinjamkan tersebut. 

Prinsip meniadakan transaksi seperti ini dan mengubahnya menjadi 

pembiayaan, dengan tidak meminjamkan sejumlah uang kepada customer, 

tetapi membiayai proyek keperluan customer. Dalam hal ini bank berfungsi 

sebagai intermediasi uang tanpa meminjamkan uang dan membungakan 

uang tersebut. Sebagai gantinya, pembiayaan usaha customer tersebut dapat 

dilakukan dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan customer, lalu 

bank menjual kembali kepada customer, atau dapat pula dengan cara 

mengikutsertakan modal dalam usaha. Lazimnya dalam bisnis prinsip 

                                                        
21 Ibid, Kutipan Sari,  hlm. 154-155. 
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pembiayaaan, ada tiga sklim dalam melakukan akad pada bank syariah, 

yaitu: 

a. Bagi hasil atau syirkah (profit sharing) fasilitas pembiayaan yang 

disediakan disini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan 

uang.             

1) Akad Mudharabah 

2) Akad Musyarakah 

3) Akad Muzara’ah 

b. Jual beli atau ba’i ( sale and purchase) prinsip ini dilaksanakan karena 

adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. 

1) Ba’i murabahah atau beli angsuran (al-ba’i tsaman ajil) atau 

diartikan pula dengan keuntungan (deferred payment sale) 

2) Al- ba’i naqqdan 

3) Al- ba’i munajjal 

4) Al –ba’i salam  

c. Sewa menyewa (ijarah)22 

Undang Undang No. 21 Tahun 2008 yang disahkan pada tanggal 

16 Juli 2008 memiliki beberapa ketentuan umum yang menarik untuk 

dicermati. Asas dari kegiatan usaha perbankan syariah adalah prinsip 

syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud 

dengan berasaskan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak 

                                                        
22 Veithzal Rivai, Op.Cit., Kutipan Sari, hlm. 42-53 
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mengandung riba, maisir, gharar, objek haram dan menimbulkan 

kezaliman. Sedangkan yang dimaksud dengan berasaskan demokrasi 

ekonomi adalah kegiatan usaha yang mengandung nilai keadilan, 

kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan. Tujuan dari perbankan 

syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional (Pasal 2 

dan Pasal 3).23 

Gambaran perbedaan pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan 

dilembaga syariah dengan lembaga konvensioanl sebagai berikut: 

SYARIAH  KONVENSIONAL 

1  Melakukan investasi 

yang halal saja 

2 Berdasrkan prinsip bagi 

hasil jual beli atau sewa 

3 Profit dan falah oriented 

4 Hubungan dengan 

nasabah dalam bentuk 

kemitraan  

5 Penyaluran dana harus 

sesuai fatwa dewan 

pengawas syariah atau 

dewan syariah nasional 

1 Investasi yang halal dan 

haram 

2 Memakai perangkat bunga 

3 Profit oriented 

4 Hubungan nasabah dalam 

bentuk kreditur-debitur 

5 Tidak ada dewan sejenis 

seperti syariah 

                                                        
23Ikhtisar Undang –Undang  No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah  Pasal 2 dan  Pasal 3. 
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Setiap perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah wajib menyalurkan dana untuk kegiatan 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. 

Kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 adalah : 

1) Sewa Guna Usaha yang dilakukan berdasarkan : 

a) Ijarah, atau 

b) Ijarah Muntahiyah Bittamlik. 

2)  Piutang yang dilakukan berdasarkan akad Wakalah bil Ujrah. 

3) Pembiayaan konsumen, yang dilakukan berdasarkan : 

a) Murabahah 

b) Salam, atau 

c) Istishna’. 

4) Usaha Kartu Kredit yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. 

5) Kegiatan Pembiayaan lainnya yang dilakukan sesuai dengan prinsip 

syariah.24 

Peran utama dalam dewan pengawas syariah (DPS) adalah 

mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan syariah serta meneliti dan membuat rekomendasi 

produk baru dan bank yang diawasinya. 

                                                        
24 Abdul Manan, Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah 

Indonesia (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 241. 
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Peran utama dewan syariah nasional (DSN) adalah mengawasi 

produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip islam 

serta meneliti dan memberi fatwa bagi produk yang dikembangkan oleh 

lembaga keuangan syariah dan member rekomendasi para ulama yang akan 

ditugaskan sebagai dewan syariah nasional suatu lembaga keuangan 

syariah.25 

8. Dasar pengaturan piutang murabahah 

a. Pengakuan dan pengukuran piutang murabahah 

1) Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya 

perolehan aktiva murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. 

2) Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai 

sebesar nilai bersih yang dapat disosialisasi yaitu saldo piutang 

murabahah yang dikurangi penyisihan piutang diragukan  

b. Pengakuan keuntungan murabahah 

1) Pada periode terjadinya, apabila akad terakhir pada periode laporan 

keuangan yang sama 

2) Selama periode akad secara propesional, apabila akad melampaui 

satu periode laporan keuangan. 

c. Potongan pelunasan dini diakui dengan menggunakan salah satu metode 

berikut:  

                                                        
25Muhammad Syafi’i Antonio,  Op.Cit, hlm.31-32  



37 
 

1) Jika potongan pelunasan diberikan pada saat penyelesaian, bank 

mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah 

2) Jika potongan pelunasan diberikan setelah penyelesaian, bank 

terlebih dahulu menerima pelunasan piutang murabahah dari 

nasabah, kemudian bank membayar potongan pelunasan pada 

nasabah dengan mengurangi keuntungan murabahah 

d. Denda dikenakan apabila nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya 

sesuai dengan akad. Pada saat diterima, denda diakui  sebagai bagian 

dana sosial.26 

B. Penelitian Terdahulu 

Untuk memperkuat penelitian ini tentang judul yang akan diteliti maka 

peneliti membuat penelitian terdahulu yaitu: 

1. Penelitian Detty Kristiana Widayat  yang berjudul Pelaksanaan Akad 

Murabahah Dalam Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) Di Bank 

Danamon Syariah Kantor Cabang Solo. Fakultas Hukum Universitas 

sebelas Maret Surakarta 2008. Jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad murabahah yang 

diterapkan Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo dalam Pembiayaan 

Pembelian Rumah (PPR) sedikit banyak telah sesuai dengan aturan dalam 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-

MUI/IV/2000 tentang murabahah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

                                                        
26 Tim Mahardika, Pedoman  Akutansi Perbankan Syariah,  (Jakarta: Ikatan Akutansi Indonesia 

2003),  hlm. 31-32  
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7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank 

Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. 

2. Penelitian Ubaedul Mustofa yang berjudul Studi Analisis Pelaksanaan Akad 

Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di Unit Mega Mitra 

Syari’ah (M2s) Bank Mega Syari’ah Kaliwung. Jurusan Muamalah 

Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2012. 

Dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam 

pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di Unit 

Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu belum 

memenuhi ketentuan syari’ah. Hal ini dikarenakan ada beberapa aspek syarat 

rukun yang tidak sesuai dengan ketentuan syari’ah, yaitu: a. Berkaitan dengan 

objek atau barang yang diperjual-belikan pada pembiayaan modal kerja di 

Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu sangat 

abstrak atau tidak jelas, b. Berkaitan dengan harga, c. Penetuan persentase 

margin berdasarkan tingakat plafon pembiayaan yang dilakukan oleh Unit 

Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu menjadikan 

seperti bunga. Penandatanganan akad dilakukan bersamaan (murabahah dan 

wakalah) oleh pihak bank dan nasabah menyebabkan ketidakjelasan akad. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu  Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT. PNM. ULAMM SYARIAH UNIT 

KOTANOPAN yang terletak di Jln. Perintis Kemerdekaan No. 112B 

Kotanopan. Penelitian ini mulai dilakukan pada tanggal 11 Maret 2014 

sampai 16 Mei 2014. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian 

yang dilakukan dengan menggamati fenomena di sekitarnya dan 

menganalisisnya dengan menggunakan logika ilmiah.1 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan 

metode diskriptif. Metode deskriptif ialah penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan secara murni apa 

adanya sesuai dengan konteks penelitian. 

C. Sumber Data 

 Dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data yaitu: 

1. Data primer adalah data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

yang diperoleh dari  pegawai yang ada pada PT. PNM. ULAMM 

SYARIAH UNIT KOTANOPAN. 

                                                        
1Margono, Metodologi Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 35. 
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2. Data skunder yaitu data pendukung buku-buku yang berkenaan 

dengan pembahasan dari penelitian  ini.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah alat bantu yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data. Maka untuk menghimpun dan 

memperoleh data yang dibutuhkan dari lapangan digunakan instrumen 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Observasi  

Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.2 

Observasi dilaksanakan untuk mengamati secara langsung di lokasi 

penelitian tentang pelaksanan pembiayaan pada PT. PNM. ULAMM 

SYARIAH UNIT KOTANOPAN. 

Hasil observasi ini digunakan sebagai pendukung dari wawancara 

terstruktur dan wawancara tidak terstruktur sehingga data yang diperoleh 

sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. 

2.  Interview (wawancara) 

Interview adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan 

sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.3 

Yang mana interview merupakan kontak langsung dengan tatap muka 

                                                        
2Margono, Op.Cit., hlm. 158. 
3Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya,  (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2003), hlm. 157. 
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antara pencari informasi dan sumber informasi yang bertujuan 

memperoleh data tentang masalah di atas. 

Wawancara dapat dilakukan secara tidak terstruktur dan terstruktur.4 

a. Wawancara tidak terstruktur 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas. 

Peneliti dalam hal ini tidak menggunakan pedoman wawancara 

yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan 

hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan. Wawancara tidak terstruktur dijadikan sebagai 

instrumen pengumpul data utama untuk mengetahui pelaksanaan 

pembiayaan pada PT. PNM. ULAMM SYARIAH UNIT 

KOTANOPAN. 

b. Wawancara terstruktur 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan 

pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, 

dalam melakukan wawancara peneliti telah menyiapkan 

instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang 

alternatif jawabanyapun sudah disiapkan. Dengan wawancara 

                                                        
4Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D,  (Bandung: Alfabeta Bandung, 2010), 

hlm. 138. 
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terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan 

peneliti mencatatnya.  

Dengan demikian wawancara terstruktur  tidak digunakan dalam 

penelitian ini. 

E. Penjamin Keabsahan Data 

Penjamin keabsahan data diambil dari tekhnik tringualisasi. Tekhnik 

tringualisasi adalah tekhnik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu di luar data yang diperoleh untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding. Hal itu dapat dicapai dengan jalan: 

1. Membandingkan dengan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa yang  dikatakannya secara pribadi 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang 

pemerintahan. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 
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F. Analisis Data 

Analisi data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan langkah-

langkah sebagai berikut:5 

1. Editing data, yaitu menyusun redaksi data observasi dan wawancara 

dalam kata-kata dan kalimat yang jelas. 

2. Identifikasi dan kategori data, yaitu menyeleksi data dan 

mengelompokkannya sesuai dengan topik-topik pembahasan. 

3. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari 

kembali data yang masih kurang dan membuang data yang tidak 

dibutuhkan. 

4. Mendeskripsikan data secara sistematis yang dikaitkan dengan data 

hasil pengelolaan secara kualitatif. 

5. Penarik kesimpulan, yakni membuat beberapa kesimpulan dari 

pembahasan data yang telah diolah secara kualitatif. 

Setelah semua langkah di atas dilaksanakan, maka data yang 

terkumpul baik bersifat primer maupun skunder dideskripsikan secara 

sistematis sesuai dengan sistematika yang dirumuskan. Sehingga 

masalah yang dibahas, dapat dipahami menjadi sebuah konsep yang 

utuh. Dengan demikian metode analisis data yang dilaksanakan dengan 

menggunakan metode berpikir induktif. 

 

                                                        
5Lexy J Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), 

hlm. 190. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. PENEMUAN UMUM 
 

1 Sejarah berdirinya PT. PNM. ULAMM SYARIAH UNIT KONOPAN  

Berdasarkan profil PT. PNM. ULAMM SYARIAH UNIT 

KOTANOPAN yang diperoleh peneliti dari manejer, dijelaskan bahwa 

berdirinya itu bermula di Jakarta yang disebut dengan Permodalan 

Nasional Madani (PNM) pada tahun 1999 kemudian pada tahun 2009   

PNM  menambahkan cabang dengan sebutan Unit Layanan Modal Mikro  

(ULAMM) syariah. Pada Tahun 2010 didirikan PNM cabang di kota 

Medan yang disebut juga PT. PNM. ULAMM  dengan 2 wilayah 

(claster) yaitu kota Binjai dan kota Medan. Pada Tahun 2011 claster kota 

Sidimpuan didirikan yaitu: Sipirok, Sidimpuan, Sibolga, Panyabungan 

dan, pada Tahun 2012 claster Panyabungan mendapatkan penunggakan  

dibawah 3% , karena hal ini ditargetkan pada Tahun 2013 didirikan unit 

Kotanopan pada bulan Januari 2013. PT. PNM. ULAMM SYARIAH 

UNIT KOTANOPAN beralamat di Jln. Peritis Kemerdekaan No. 112B 

KOTANOPAN. 

2 Visi dan Misi PT. PNM. ULAMM SYARIAH UNIT KOTANOPAN  

a. Visi PT. PNM. ULAMM SYARIAH UNIT KOTANOPAN  

Visi dari perusahaan adalah: menjadi lembaga pembiayaan 

terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan 
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bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Dan Koperasi (UMKMK) yang 

berlandaskan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG). 

b. Misi PT. PNM. ULAMM SYARIAH UNIT KOTANOPAN  

Untuk mencapai visi perusahaan, misi dari perusahaan adalah:  

1) Meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausaha 

UMKMK 

2) Meningkatkan akses pembiayaan UMKMK kepada lembaga 

keuangan baik bank maupun non- bank dalam rangka peluasan 

lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 

3) Meningkatkan kreativitas dan produktivitas karyawan untuk 

mencapai kinerja terbaik dalam mengembangkan UMKMK. 

3 Keadaan karyawan dan nasabah yang ada pada PT. PNM. ULAMM 

SYARIAH UNIT KOTANOPAN 

Karyawan merupakan salah satu kompenen penting dalam proses 

berlangsungnya pelaksanaan pembiayaan. Karena itu karyawan harus 

dapat berperan dan menempatkan dirinya sebagai tenaga profesional 

yang bertugas memberikan pelayanan yang sesuai dengan penetapan 

tugas kerjanya, agar hasil kinerja bisa sesuai dengan keinginan 

perusahaan. 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada PT. PNM. 

ULAMM SYARIAH UNIT KOTANOPAN terdapat 6 orang karyawan 

yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang memiliki 
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tugas masing-masing berbeda. Dari 6 orang ini terdiri dari  satu  orang 

menejer unit, satu orang analisis pembiayaan unit, satu orang operasional 

unit, dua orang marketing unit, satu orang kasir unit.  

Keadaan nasabah juga merupakan hal yang membuktikan 

keberhasilan yang diperoleh perusahaan dimana pada PT. PNM. 

ULAMM SYARIAH UNIT KOTANOPAN dimulai sejak berdirinya 

mendapatkan respon yang cukup baik dari masyarakat dimulai dari 

didirikannya nasabah sekarang sudah mencapai 211 nasabah 

penunggakan disini 0%. 1 

B. PENEMUAN KHUSUS 
 
1 Proses pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan pada PT. PNM. 

ULAMM SYARIAH  UNIT KOTANOPAN 

Pembiayaan yang diberikan pada PT. PNM. ULAMM SYARIAH 

UNIT KOTANOPAN merupakan layanan pinjaman modal untuk 

usaha mikro kecil yang disertai bimbingan untuk mengembangkan 

usahanya. 

a. Tujuan Pembiayaan:  

1) Modal kerja: pembiayaan ditujukan untuk memberikan modal 

usaha (pembelian bahan baku atau barang yang akan 

diperdagangkan) 

                                                        
1Wawancara dengan Manejer Unit Sahrul Efendi Tanggal  4 April 2014 Jam 16:15 di kantor PT. 

PNM. ULAMM SYARIAH UNIT KOTANOPAN.  
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2) Modal investasi : pembiayaan yang bertujuan untuk modal 

usaha pembelian sarana alat produksi atau pembelian barang 

modal berupa aktiva tetap investasi. 

Metode penyaluran adalah penyaluran langsung kepada end 

user usaha mikro (executing) berupa: 

1) Pembiayaan baru 

2) Penambahan plafond pembiayaan yang sudah berjalan (top up) 

3) Pengambilalihan pembiayaan (take over) 

b. Jenis- Jenis Pembiayaan Produk ULAMM  

1) Mikro madani 25 (mm 25) 

a) Plafond     : > 10 juta s/d 25 juta 

b) Tenor         : max 24 bulan 

c) Adm          : 1,5% dari plafond 

d) Agunan      : wajib  

e) Pencairan    : transfer 

f) Margin      : ditetapkan secara berskala oleh komite alco 

(asset liuability committee) memo divisi TTP 

g) Pengikatan   : pengikatan dibawah tangan kuasa penyerahan 

dan penjualan jaminan memo.  

2) Mikro madani 50 (mm 50) 

a) Plafond   :  > 25 juta s/d 50 juta 

b) Tenor       : max 36 bulan 
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c) Adm         : 1,5% dari plafond 

d) Agunan    : wajib  

e) Pencairan  : transfer 

f) Margin   : ditetapkan secara berskala oleh komite alco 

(asset liuability committee) memo divisi TTP. 

g) Pengikatan: pengikatan dibawah tangan kuasapenyerahan 

dan penjualan jaminan  

3) Mikro madani 100 (mm 100) 

a) Plafond     :  > 50 juta s/d 100 juta 

b) Tenor        : max 36 bulan 

c) Adm         : 1,5% dari plafond 

d) Agunan     : wajib  

e) Pencairan  : transfer 

f) Margin   : ditetapkan secara berskala oleh komite alco 

(asset liuability committee) memo divisi TTP 

g) Pengikatan : pengikatan dibawah tangan plus legalitas 

notariil (APTH/ cessie/ fidusia) 

4) Mikro madani 200 (mm 200) 

a) Plafond     :  > 100 juta s/d 200 juta 

b) Tenor        : max 24 bulan 

c) Adm         : 1,5% dari plafond 

d) Agunan    : wajib  
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e) Pencairan   : transfer 

f) Margin    : ditetapkan secara berskala oleh komite alco 

(asset liuability committee) memo divisi TTP 

g) Pengikatan : pengikatan dibawah tangan plus legalitas 

notariil (APTH/ cessie/ fidusia. 

5) Mikro madani 50 prima 

a) 1 juta s/d 50 juta 

b) Track record pinjaman min 1 tahun lancar 

c) Admistrasi 1,5% 

d) Provisi 1,5 tenor 1 tahun; 2,5% tenor 2 tahun dan 3,5% 

tenor 3 tahun 

e) Agunan wajib (agunan khusus inventory maksimal 20% 

dari plafond memo M-046/PNM/PPJ/IV/2012) 

f) Asuransi Jiwa & jam kirindo 

g) Memiliki no telepon tempat tinggal/ usaha/saudara 

h) Usaha min 2 tahun 

i) 24 bulan untuk modal kerja & 36 bulan untuk investasi 

j) Pengikatan dibawah tangan kuasa penyerahan dan 

penjualan jaminan. 

Penjelasan produk ULAMM: 

1) Mm 10      : mikro madani 10 juta 

2) Plafond     : 1juta s/d 10 juta 
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3) Tenor         : max 12 bulan  

4) Admistrasi :  1,5% dari plafond 

5) Agunan      : wajib 

6) Pencairan   : transfer atau cash money 

7) Pengikatan : pengikatan dibawah tangan kuasa penyerahan 

dan penjualan jaminan. 

Dari jenis-jenis produk pembiayaan yang ditawarkan pada 

ULAMM ini, hasil penelitian yang masih pernah digunakan 

nasabah  mulai dari berdirinya sampai pada saat dilakukannya 

penelitian ini, hanya mikro madani 25 (mm 25) dan mikro madani 

50 (mm 50). 

c. Prinsip-Prinsip Produk Pembiayaan ULAMM Syariah 

1) Pola produk murabahah (jual beli) dengan dukungan akad 

wakalah (titipan) 

2) Penerapan sistem dana cadangan 1 kali angsuran 

Tujuan: mitigasi risiko pembiayaan  

Teknik:  

a) Dropping dana untuk jual beli  barang secara full ke 

nasabah 

b) Nasabah setor dana cadangan 1 kali angsuran  

3) Biaya administrasi : Rp. 50.000.000.- ( lima puluh ribu ) +1% ( 

satu persen ) dari plafond, yang diakadkan dalam rupiah 
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4) Pelunasan pokok pembiayaan dipercepat diperbolehkan, 

dengan alternatif sesuai kesepakatan (sesuai negosiasi dan tidak 

dipersyaratkan diawal) : 

a) Nasabah membayar 1/2-3/4 dari total sisa margin atau 

minimal 

b) Nasabah membyar 1 kali angsuran margin ke depan 

5) Denda keterlambatan pembayaran angsuran pembayaran 

angsuran pinjaman/tunggak Rp. 20.000,- (duapuluh ribu 

ripiah), hasil penagihan denda akan dipergunakan sebagai dana 

kebajikan /sosial.2 

d. Proses Pelaksanaan Dilakukan Pembiayaan pada ULAMM ini dari 

hasil penelitian, contohnya salah seorang nasabah yang ada pada 

PT. PNM. ULAMM. SYARIAH UNIT KOTANOPAN yaitu 

bapak Ali Imron yang datang pada bulan November untuk 

mengajukan pembiayaan, tahapan-tahapan yang harus dilakukan  

sebagai berikut:   

1) Permohonan. 

Syarat-syarat pembiayaan yang harus dilengkapi 

nasabah sebagai tahap awal dari permohonan pembiayaan 

diajukan adalah: 

 

                                                        
2 Wawancara denga Kasir Unit Winda Astuti Tanggal 7 April 2014 Jam 16:05 di kantor PT. 

PNM. ULAMM SYARIAH UNIT KOTANOPAN. 
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a) KTP (kartu tanda penduduk) 

b) Kartu keluarga 

c) Buku rekening di BRI  

   Syarat a, b, c photocopy yang dikasih 

d) Surat nikah surat jaminan : surat jaminan minimal sudah 

SK camat yang akan dikasih kepada marketing. 

Kalau pinjaman lebih dari 50 juta syarat harus ditambah 

photocopy NPWP. Karena pak Ali Imron pinjamannya hanya 

mikro madani 25 (mm 25) maka ini tidak harus ada. 

Berkas diproses di ULAMM oleh marketing berkas di 

BI checking data laporan BI checking nasabah dikasih 

marketing kepada Analisis Pembiayaan Unit (APU). Pada saat  

laporan diproses dikantor oleh marketing unit melakukan surve 

jaminan ke tempat jaminan debitur serta melakukan interview 

kepada debitur atas kesanggupan pembayaran angsuran  

pembiayaan yang akan dilihat: kesanggupan bayar, karakter 

debitur, dan jaminan.  

Setelah surve APU buat scoring (memasukkan data-

data debitur) hasil inputan data debitur kalau hasil scoringnya 

70 atau sama 70 maka pembiayaan bisa dilanjutkan 

pencairannya, namun kalau hasil scoringnya kurang dari 70 
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maka pembiayaan tidak bisa dilanjutkan atau dicairkan, hasil 

yang lulus scoring maka akan dibuat proposal : 

a) Buat laporan hasil penilaian tanah dan bangunan nilai harga 

tanah, nilai likuiditas tanah, denah tanah, dokumentasi 

surve 

b) Buat proposal pembiayaan ditanda tangani oleh maneger 

unit, analisis pembiayaan unit, operasional pembiayaan 

uint. 

c) Membuat memo persetujuan pembiayaan mikro ditanda 

tangani maneger unit, analisis pembiayaan unit, marketing. 

Harus disetujui claster cabang. Maka memo dikrim oleh 

analisis pembiayaan unit kepada claster cabang memo 

persetujuan. 

2) Proses pengikatan : 

Semua data dikasih kepada operasional unit yang 

bertugas sebagai menyusun data-data, serta mencek kekurangan 

data keperluan pengikatan mulai dari data : 

a) Input data debitur ke entry data pembiayaan debitur 

b) Daftar hadir debitur 

c) Nota pencairan 

d) Surat persetujuan prinsip pembiayaan 

e) Akad jual beli mudarabah 



54 
 

f)      Surat kuasa atau menjual /mengalihkan atas jaminan 

Pengikatan agunan tanah dan bangunan atas nama orang 

lain yang sudah diperjualbelikan dengan debitur, maka 

wajib dibalik namakan atau minimal sudah tercantum 

dalam covernote notaris bahwa sedang dalam proses balik 

nama. Pengikatan agunan wajib dengan notaris yang 

bekerjasama dengan PT. PNM. ULAMM SYARIAH 

UNIT KOTANOAPN.  

g) Surat pernyataan suami istri debitur sebagi bukti tertulis   

suami istri setuju dengan pmbiayaan yang dilakukan  

h) Surat kuasa jual dibuat untuk kalau debitur tidak sanggup 

bayar angsuran pembiayaan lagi 

i)      Surat pernyataan keabsahan jaminan  

j)      Surat pernyataan debitur  

k) Surat tanda terima jaminan dan  

l)       Surat tanda terima pencairan. 

Membuat DRPPU (Daftar Rencana Pencairan 

Pembiayaan ULAMM) disistem oleh operasional pembiayaan 

unit dan kasir unit. Agar dana pencairan yang diminta ke 

cabang  bisa dilakukan dengan cara: 
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a) Kirim DRPPU ke cabang 

b) Kirim proposal pembiayaan beserta memo persetujuan 

pembiayaan. 

3) Proses Pencairan  

Pihak ULAMM menghubungi debitur untuk hadir 

dalam proses pencairan yang dihadiri oleh suami istri ini tidak 

bisa dana dicairkan kalau salah satu dari suami istri tidak bisa 

hadir. Maka pihak ULAMM akan memulai proses pencaian : 

a) Operasional pembiayaan unit mengeluarkan semua berkas 

yang perlu ditanda tangani oleh debitur 

b) Semua berkas ditanda tangani dan tanda sidik jari  oleh 

suami istri, manejer unit dan saksi-saksi pihak ULAMM  

c) Jaminan asli serah terima di kantor unit 

d) Operasional pembiayaan unit Kompirmasi ke cabang 

bahwa akad pengikatan sudah dilakukan dengan sempurna. 

e) Maka pihak cabang akan mengkirim dana pembiayaan ke 

rekening giro unit ULAMM 

f) Kasir unit cek dana yang masuk dari cabang ke rekening 

giro unit. Maka kalau sudah masuk konfirmasi akan 

diperoleh manejer unit. Setelah mendapat perintah dari 

menejer unit, kasir unit untuk transfer dana ke rekening 
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debitur sekalian  dikabari  kepada debitur kalau dana sudah 

masuk. 

Biaya-biaya potongan yang dibayar di saat pencairan 

dana dilakukan nasabah : 

a) Administrasi 

b) Provisi 

c) Notaries 

d) Asuransi 

e) Biaya lain-lain 

f) Materai 

Biaya-biaya yang terjadi dapat dibayarkan secara tunai 

oleh debitur sebelum dilakukan pencairan atau dibebankan 

(dikurangkan) dari jumlah plafond pembiayaan ketentuan 

asuransi : 

a) Agunan pembiayaan untuk plafond >Rp.25.000.000wajib 

dipasang asuransi kerugian, sebagai berikut: bangunan 

dipasang asuransi kebakaran kendaraan bermotor dipasang 

asuransi jenis Total Lost Only (TLO). 

b) Asuransi jiwa kepada perorangan atau pemilik atau key 

person usaha mikro wajib dilakukan untuk pembiayaan 

mikro dengan plafond >Rp 25.000.000 
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c) Asuransi wajib terdapat klausula menjamin pembayaran 

klaim kepada PNM (Bankers Clause) dan penutupan 

asuransi diprioritaskan oleh perusahaan asuransi yang 

menjadi mitra PNM. 

Dana cadangan angsuran (DCA) 

a) Tidak boleh disalahgunakan  

b) Dapat digunakan sesuai ketentuan  

c) Min 1kali angsuran  

d) Jika berkurang wajib dipenuhi kembali 

e) Dana debitur yang dititipkan 

f) Dibebankan waktu pencairan 

Pembayaran angsuran yang bisa dilakukan nasabah 

sebagai pelunasan pembiayaan bisa dilakukan sebagai berikut : 

a) Melalui rekening (virtual account) 

b) Langsung disetor melalui kasir unit (KSU) dengan 

membawa kartu jadwal angsuran  

c) Diambil langsung oleh petugas ULAMM (cash pick up). 

Denda dan sanksi yang akan diperoleh nasabah ketika 

terjadi penungakkan angsuran  dan sanksi ketika melanggar 

kesepakatan diawal akad pembiayaan dilakukan sebagai  

a) Denda keterlambatan (pokok dan margin) sebesar 3% 

perbulan dari jumlah yang tertunggak (mm 50 prima 4%) 
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denda secara syariah itu penetapannya sesuai kesepakatan 

yang disesuaikan dengan jumlah pembiayaan yang 

diperoleh jumlah denda akan tetap namun kalau denda 

konvensional denda akan berubah-ubah sesuai pada berapa 

persen denda harian yang ada pada hari itu.  

b) Pelunasan dikenakan penalty 6% dari baki debet (mm 50 

prima10%) 

c) Pelunasan biasa tidak dikenakan biaya  

d) Jika kualitas pinjaman kurang lancar, tidak akan dapat 

tawaran penambahan limit pinjaman atau top up 

e) Bila tanggal pelunasan tidak sama dengan tanggal jatuh 

tempo, maka perhitungan didasarkan pada baki debet 

periode berjalan ditambah margin berjalan.3  

Hasil penelitian yang dilakukan pada pembiayaan pak Ali 

Imran, diberikan pada bulan November 2013. Kemudian 

melakukan pembayaran angsuran pertamanya pada bulan 

Desember, beberapa kali dikenakan denda, pada saat 

keterlambatan pembayaran angsuran dikarenakan alasan yang 

berbeda-beda salah satu alasan yang paling sering dikarenakan 

cuaca yang tidak bagus. Maka pembayaran angsuran bulan 

Desember 2013 dan bulan Februari 2014. Setelah itu 
                                                        

3 Wawancara denga Operasional Unit Muhammad Ishar Nasution Tanggal  07 April 2014 Jam 
17:23 di kantor PT. PNM. ULAMM SYARIAH UNIT KOTANOPAN. 
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kemacetan pembayaran pada bulan Januari, Maret, April, Mei  

tahun 2014 terjadi kemacetan pembayaran, maka Pak Ali Imran 

dikenakan denda sesuai yang ditetapkan di awal akad 

pembiayaan dilakukan.  

Sebagai contoh lainnya nasabah yang pernah terkena denda, 

adalah pak Rasoki Ridwan yang melakukan pembiayaan pada 

bulan Juni tahun 2013. Melakukan pembayaran tepat waktu 

hanya pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober dan bulan 

November. Setelah itu kemacetan pembayaran dari bulan 

Desember tahun 2013 sampai Mei 2014 dengan alasan yang 

berbeda salah satunya usaha yang dimiliki tidak mendapatkan 

hasil yang baik. Maka pak Rasoki dikenakan denda sesuai yang 

ditetapkan diawal akad pembiayaan dilakukan. 

Sebagai contoh lainnya pak Ali Asrul melakukan 

pembiayaan pada bulan Maret tahun 2013. Melakukan 

pembayaran tepat waktunya mulai angsuran bulan Maret 2013 

sampai bulan Februari 2014. Setelah itu kemacetan 

pembayaran angsuran pada bulan Maret  sampai bulan Mei 

tahun 2014. Maka pak Ali Asrul dikenakan denda sesuai yang 

ditetapkan di awal akad pembiayaan dilakukan.4  

                                                        
4 Wawancara dengan Marketing Unit Hamdani  hari senin Tanggal 5 Mei Jam 16:20  di kantor  

PT. PNM. ULAMM SYARIAH UNIT KOTANOPAN 
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Penyelesaian pembayaran angsuran yang secara syariah dan 

konvensional memiliki perbedaan dan persamaan yang 

dilakukan pada PT. PNM. ULAMM SYARIAH UNIT 

KOTANOPAN. Sebagai contoh adanya nasabah menunggak 

pembayaran angsuran dengan alasan sakit. Sehingga 

pembayaran angsurannya tidak bisa dibayarkan selama 

beberapa bulan angsuran.  

Dari alasan nasabah PT. PNM. ULAMM SYARIAH UNIT 

KOTANOPAN dengan cara memberikan kelonggaran yang 

sama pada nasabah. Tahapan pertama yang harus dilakukan: 

1 Penanggulangan: melakukan pegamatan langsung kondisi 

nasabah.  

2 penambahan waktu pinjaman: memberikan tambahan 

waktu pada pembayaran angsuran.  

3 tunggakan dialihkan ke belakang: memberikan solusi 

peralihan bulan pembayaran angsuran  

Hal tersebut merupakan tahapan penyelesaian nasabah yang 

dilakukan PT. PNM. ULAMM SYARIAH UNIT 

KOTANOPAN yang sama dilakukan lembaga 

konvensionalnya. Namun perbedaan dengan konvensional 

nasabah akan tetap dikenai bunga dan denda dari angsuran 

setiap bulan secara berlipat ganda. Sementara syariah tidak 
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akan menambahkan tanggungan angsuran karena kesepakatan 

diawal akad pembiayaan dengan menggunakan  nisbah bagi 

hasil.  Akan tetapi denda untuk setiap bulannya tetap dikenakan 

pada angsuran pembiayaan nasabah tersebut. 
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 BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap 

pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan pada PT. PNM. ULAMM 

SYARIAH UNIT KOTANOPAN menyimpulkan bahwa pelaksanaan 

pembiayaannya belum sesuai dengan pelaksanaan pembiayaan yang 

berprinsip syariah. Hal ini dikarenakan, pada saat pembayaran angsuran 

masih dikenai denda yang jumlahnya ditetapkan diawal akad yang menjadi 

tambahan pembayaran angsuran menyebabkan sama dengan riba al- nasiah.  

 

B. Saran-saran  

Berdasarkan pada kesimpulan hasil penelitian, peneliti 

menyarankan sebagai berikut:  

1 Kepada karyawan  

Karyawan adalah penentu pelaksanaan yang akan dilakukan  

pemberian pembiayaan kepada nasabah terhadap penetapannya sesuai 

prinsip syariah atau tidaknya diharapkan agar  tetap menjaga prinsip-

prinsip syariah dalam memilih pembiayaan yang akan disalurkan 

terhadap nasabah. 
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2 Kepada nasabah  

Agar memilih lembaga yang berbasis syariah dari pada yang 

konvensional ketika membutukan bantuan dana ataun kelebihan dana. 

3 Kepada peneliti berikutnya 

Agar lebih memperhatikan perkembagan lembaga yang berdiri sendiri 

secara syariah bukan lembaga unit syariah dari konvensional. 
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PEDOMAN OBSERVASI 

  

1. Lokasi PT. PNM. ULAMM Syariah Unit Kotanopan 

2. Pelaksanaan pembiayaan kepada nasabah dilakukannya seperti apa 

3. Keadaan persiapan yang dilakukan pada saat adanya nasabah melakukan pengajuan 

pelaksanaan pembiayaan 

4. Keadaan sarana dan prasarana yang dilakukan dalam pelaksanaan pembiayaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara penelitian tentang” PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PADA 

PT. PNM. ULAMM SYARIAH UNIT KOTANOPAN”. Adalah sebagai berikut: 

1. Apa pegertian pembiayaan yang dilakukan disini? 

2. Bagaimana pedoman pembiayaan yang dilakukan disini? 

3. Tujuan pemberian pembiayaan itu apa? 

4. Bagaimana jenis-jenis pembiayaan yang ditawarkan? 

5. Apa langkah pertama nasabah dalam mengajukan pembiayaan? 

6. Bagaimana cara menghitung jumlah pemberian pembiayaan yang akan dikasih 

pada nasabah? 

7. Bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pengajuaan pembiayaan? 

8. Bagaimana sistem pengembalian pinjaman pembiayaan yang sudah dilakukan? 

9. Biaya-biaya apa saja yang harus dibayar sebelum proses pencairan pembiayaan 

diberikan pada nasabah? 

10. Bagaimana dalam menetapkan denda keterlambatan dari nasabah yang melakukan 

angsuran pelunasan pembiayaan? 
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